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[bookmark: _Toc109639990]OBJEK PENELITIAN
[bookmark: _Toc109639991]3.1 Sejarah dan Perkembangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
[bookmark: _Toc109639992]3.1.1   Sejarah Perpustakaan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019, 26 November 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang merupakan perubahan status kelembagaan semula Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, pada mulanya lembaga Kearsipan Daerah di Kabupaten Majalengka terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka.
Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 menjadi Kantor Arsip dan Perpustakaan, melalui Peraturan Daerah tersebut Perpustakaan masuk pada Lembaga Teknis Daerah yaitu Kantor Arsip dan Perpustakaan, seiring dengan perubahan maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan nomenklaturnya berubah menjadi Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan menjadi UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai lembaga pembina kearsipan dan perpustakaan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan dan pengelolaan serta memberikan pelayanan yang prima kepada pemustaka.
[bookmark: _Toc109639993]3.2 Visi dan Misi
[bookmark: _Toc109639994]3.2.1 Visi
Terwujudnya Tata Kearsipan Pengelola Perpustakaan yang Baik, Mempercepat Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance.)
[bookmark: _Toc109639995]3.2.2 Misi
1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kearsipan dan perpustakaan;
2. Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip serta pustakawan;
3. Mengembangkan Budaya Sadar Arsip dan budaya gemar membaca;
4. Menyelamatkan, Melestarikan dan Mengelola Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
5. Menyelenggarakan Layanan Kearsipan dan Perpustakaan berbasis Teknologi lnformasi dan Komunikasi.
6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagai pusat Arsip dan Perpustakaan daerah.
[bookmark: _Toc109639996]3.3. Tugas Pokok dan Fungsi
[bookmark: _Toc109639997]3.3.1. Tugas Pokok
Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Kearsipan. Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang pembentukan Kantor Arsip Daerah. Perubahan nomenklatur dari Kantor Arsip daerah menjadi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Struktur Organisasi dan Tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majalengka.Perubahan Nomenklatur dari Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menjadi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah No.10 Tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah.
[bookmark: _Toc109639998]3.3.3.  Fungsi Perpustakaan
Sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan meningkatkan kecerdasan serta keberdayaan bangsa.
[bookmark: _Toc109639999]3.4.  Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
[bookmark: _Toc109640000]3.4.1    Srtuktur Organisasi
		Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengelolaan layanan Pemanfaatan Arsip, membawahi;
a. Kepala Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip
b. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahi :
a. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
b. Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan
5. Kepala Bidang Perpustakaan, membawahi;
a. Kepala Seksi Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
b. Kepala Seksi Deposit Pengolahan dan Pelestarian bahan Pustaka
6. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :
· ARSIPARIS
· PUSTAKAWAN
KASUBAG
Umum dan Kepegawaian 

KASUBAG
Keuangan, PEP
KEPALA BIDANG
Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
KEPALA BIDANG
Perpustakaan
KEPALA SEKSI
Pembinaan Kearsipan
KEPALA SEKSI
Pengawasan Kearsipan
KEPALA SEKSI
Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
KEPALA SEKSI
Deposit, Pengolahan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan  Pustaka
KEPALA BIDANG
Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip
KEPALA SEKSI
Pengelolaan dan Akuisisi Arsip 
KEPALA SEKSI
Layanan dan Pemanfaatan Arsip
















Sumber : Data Dinas arsipdan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

[bookmark: _Toc109640001]3.4.2.  Uraian Tugas
1.    Kepala Dinas
		     Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kearsipan, dan perpustakaan, UPT, dan Jabatan fungsional; 
b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; 
c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas. 
d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kearsipan, dan perpustakaan; 
e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kearsipan, dan perpustakaan, UPT, Jabatan fungsional; 
f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kearsipan, dan perpustakaan; 
g. mengkoordinasikan kegiatan kerja sama dengan instansi  dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

2.  Sekretaris Dinas
	    Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:
a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan  pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencaaan, evaluasi dan pelaporan; dan
c. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencaaan, evaluasi dan pelaporan.
d. Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
e. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;   
f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
g. Menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
3.  Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	   Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi
a. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian; 
b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan 
c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian. 
d. Membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai; 
e. Memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional; 
f. Membimbing penyusunan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
4.   Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
      Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang Keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi
a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan 
c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
d. Membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya; 
e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
f. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
g. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
5.   Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	    Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pengelolaan arsip, pelayanan dan pemanfaatan arsip serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Arsip, teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
b. Perencanaan Operasional Pengelolaan Arsip, teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
c. Pengelolaan urusan Pengelolaan Arsip, teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
d. Pengkoordinasian urusan Pengelolaan Arsip, teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
e. Pembagian Pelaksanaan tugas urusan Pengelolaan Arsip, teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengelolaan Arsip, teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
6.   Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip
	    Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengelolaan dan akuisisi arsip. Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan dan akuisisi arsip;
b. pelaksanaan pelaksanaan bahan pelaporan di bidang pengelolaan dan akuisisi arsip; dan 
c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan dan akuisisi arsip.
7.  Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip 
	   Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang layanan dan pemanfaatan arsip. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang layanan dan pemanfaatan arsip; 
b. Pelaksanaan pelaksanaan bahan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip; dan 
c. Pelaksanaan tugas teknis di bidang layanan dan pemanfaatan arsip. 
8.    Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
	    Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
b. Perencanaan Operasional Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
c. Pengelolaan urusan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
d. Pengkoordinasian urusan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
e. Pembagian Pelaksanaan tugas urusan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporanurusan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
9.   Seksi Pembinaan Kearsipan
	    Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pembinaan Kearsipan. Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi :
a. Pelaksana kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan;
b. Pelaksana kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan; 
c. Pelaksana kegiatan pembinaan, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; dan 
d. Pelaksana kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan. 
10.      Seksi Pengawasan Kearsipan
	         Seksi Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengawasan Kearsipan. Seksi Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan program Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah; 
b. Pelaksanaan kegiatan Audit kearsipan; 
c. Pelaksanaan kegiatan Penilaian hasil pengawasan kearsipan;
d. Pelaksanaan kegiatan monitoring hasil pengawasan kearsipan;
e. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan dengan instansi terkait; 
11.   Bidang Perpustakaan
	    Bidang Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perpustakaan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang Perpustakaan berdasarkan program kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyelenggarakan proses perencanaan kegiatan dan anggaran lingkup bidang Perpustakaan;
c. membagi tugas, memberi arahan, dan mengevaluasi kinerja bawahan;
d. mengendalikan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah (local content) serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka; 
e. mengendalikan pengolahan bahan perpustakaan meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek,  penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data kepangkalan data; 
f. mengendalikan pengumpulan naskah kuno dan koleksi daerah meliputi pemetaan, pengumpulan, penghimpunan, dan pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di wilayahnya.
12.  Seksi Deposit, Pengolahan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka
        Seksi Deposit, Pengolahan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengelolaan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka. Seksi Deposit, Pengolahan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah (local content) serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka; 
b. pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data; 
c. pelaksanaan pengumpulan naskah kuno dan koleksi daerah meliputi pemetaan, pengumpulan, penghimpunan, dan pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di wilayahnya;
d. pelaksanaan alih media meliputi pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media dan pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital; 
e. pelaksanaan konservasi meliputi pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan; dan pelaksanaan perbaikan dan perawatan bahan perpustakaan meliputi penjilidan bahan perpustakaan.
13.  Seksi Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, 
        Seksi Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca,mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Seksi Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan layanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, dan pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka; 
b. pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website serta jaringan perpustakaan; dan 
c. pelaksanaan kerja sama perpustakaan meliputi kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan.
d. pelaksana pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi    pengembangan    semua    jenis    perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan; 
[bookmark: _Toc109640002]3.5    Tata Kerja, Kepegawaian, dan Pendanaan
[bookmark: _Toc109640003]3.5.1 Tata kerja
1. Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. 
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 
3. Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
4. Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu. 
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
6. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
7. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit ogranisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
[bookmark: _Toc109640004]3.5.2     Kepegawaian
		Sumber Daya Aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka sebanyak 31 Aparatur sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon III dan IV) dan fungsional umum. Untuk pegawai tidak tetap berjumlah 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :




Tabel 3.1
Kualifikasi Aparatur Sipil Negara Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Beserta Tenaga Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan

	No
	Jenjang Pendidikan
	Jumlah 

	A. Aparatur Sipil Negara
	

	1.
	S.2
	1 orang

	2.
	S.1
	21 orang

	3.
	D.III
	1 orang

	4.
	D.II
	2 orang

	5.
	SMU/SLTA
	6 orang 

	Jumlah 
	31 orang 

	B. Tenaga Tidak Tetap
	

	1.
	S.1
	5 orang

	2.
	D.III
	1 orang

	3.
	SLTA
	4 orang

	Jumlah 
	10 orang 

	JUMLAH A + B
	41 orang 



Tabel 3.2
Kualifikasi Aparatur Sipil Negara Dinas 
Arsip dan Perpustakaan Daerah Berdasarkan Jabatan
	No
	Jabatan
	Jumlah 

	1.
	Kepala Dinas
	1 orang

	2.
	Sekretaris
	1 orang

	3.
	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	1 orang

	4.
	Kasubag Keuangan,PEP
	1 orang

	5.
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
	1 orang 

	6.
	Kabid Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	1 orang 

	7.
	Kabid Perpustakaan
	1 orang 

	8.
	Kasi Pembinaan Kearsipan
	1 orang 

	9.
	Kasi Pengawasan Kearsipan
	1 orang 

	10.
	Kasi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip
	1 orang

	11.
	Kasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	1 orang

	12.
	Kasi Layanan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
	1 orang

	13.
	Kasi Deposit Pengolahan dan Pelestarian Perpustakaan
	1 orang

	14.
	Bendahara Pengeluaran
	1 orang

	15.
	Pengelola Barang Milik Negara
	1 orang

	16.
	Pengelola Program dan Pelaporan
	1 orang

	17.
	Pengadministrasian
	3 orang

	18.
	Arsiparis Madya
	4 orang

	19.
	Arsiparis Penyelia
	1 orang

	20.
	Arsiparis Muda
	2 orang

	21.
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan
	1 orang

	22.
	Pustakawan Muda
	1 orang

	23.
	Pustakawan Penyelia
	1 orang

	24.
	Pustakawan Pertama
	1 orang

	25.
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan
	1 orang

	Jumlah 
	31 orang 



[bookmark: _Toc109640005]3.5.3   Pendanaan
		Pendaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
[bookmark: _Toc109640006]3.6 Sarana dan Prasarana
	Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah didukung oleh sarana prasarana terdiri dari :
1. Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah seluas 170 m2
2. Gedung depo arsip seluas 300 m2
3. Ruang auditorium pelayanan kearsipan
4. Ruang Pelayanan Perpustakaan seluas 100 m2
5. Ruang Perpustakaan
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